Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 424 TAHUN 2019
TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
PONDOK PESANTREN MODERN DINIYYAH PASIA KABUPATEN AGAM

P

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah
sesuai standar nasional pendidikan;

bahwa masa berlaku izin oprasional / pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi syarat perpanjangan izin
operasional madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat
Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional
Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Modern Diniyyah
Pasia Kabupaten Agam,;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang



10.

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar
Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah
Aliyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/
Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
di Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan
Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang
Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Departemen Agama;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin

ot



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin
Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan

Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
PERPANJANGAN MADRASAH ALIYAH SWASTA PONDOK
PESANTREN MODERN DINIYYAH PASIA KABUPATEN AGAM.

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian kepada :

Nama Madrasah : MAS PPM Diniyyah Pasia
Nomor Statistk Madrasah : 131213060008
Alamat Madrasah : Pasia Ampek Angkek Kabupaten Agam

: Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Madrasah ini

diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang

Pendirian /Perpanjangan Madrasah yang bersangkutan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Oktober 2019

/A.-n, MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA
< TF KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 424 TAHUN 2019

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
SWASTA PONDOK PESANTREN MODERN DINIYYAH
PASIA KABUPATEN AGAM .

NOMOR
NO NAMA DAN ALAMAT STATISTIK NOMOR PIAGAM
MADRASAH
1 2 3 4
1. | MAS PPM Diniyyah Pasia 131213060008 | 406/Kw.03/2-e/PP.006/MA /10 /2019
Ampek Angkek
Kabupaten Agam

/E:E;MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
Sl SPMATERA BARAT,
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK A"S.AS‘I MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
' * DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

I{IZPLJ'}"USAIN MENTERI HUKUM DAN IfAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA -
NOMOR : AHU ~ 6009, AH.01.04. Tahun 201 |

¢ " TENTANG

: PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
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Membaca @ ‘Sural permohonan dari Notaris Indra Jaya, SH nomor -- tanggal -- perihal permohonan
pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 07 September 201 1;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian FHukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syaral sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;

Mengingat @ 1y Undang-undang Nomor 16 Tahun 200] tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara .

Republik — Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
LIS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang
- Pelaksanaan Undang-undang  tentang, Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tamibahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4894 );
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Namor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum ‘dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
MHEF-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak-Asasi Manusia Republik Indonesia;
MIEMUTUSKAN
Menciapkan
PERTAMA " Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
YAYASAN PENGEMBANGAN DINIYYAH PASIA AMPEK ANGKEK AGAM

R L R v, e e %

NPWP : 02.698.427.8-202.000

berkedudukan di Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kubupaten Agam, sesuai dengan
Akta Nomor 208 tangpal 29 Maret 201 ) yang dibuat oleh Notaris Indra Jaya, SH
berkedudukan di Padang. :
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KEDUA b Keputusan ini mulai berliku sejak Langgal ditetapkan.,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 September 201 |

A MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JE )QWF‘ MINISTRASI HUKUM UMUM
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